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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas terkait peran United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam menjamin humanitarian 

space di Tepi Barat tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan teori 

humanitarian space yang dikembangkan oleh Hikaru Yamashita dengan 

melibatkan tiga model operasional di dalamnya yakni conventional, shelter, dan 

homeland. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui studi literatur, jurnal, situs web, buku, dan data 

pendukung lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran UNRWA dalam 

menjamin humanitarian space di Tepi Barat mendekati model conventional. Hal 

ini tercermin melalui (1) Compatibility with the practice of sovereign space di Tepi 

Barat karena operasinya dilaksanakan atas dasar pengakuan resmi dan koordinasi 

dengan otoritas Palestina dan pemerintah Israel. (2) Security principles and 

arrangements yang bertumpu pada status legal UNRWA sebagai badan PBB 

sehingga mampu menjaga netralitas demiliterisasi ruang kemanusiaan. (3) 

Authority di sini adalah UNRWA didasarkan pada mandat PBB dan prinsip-prinsip 

kemanusiaan sehingga dapat diterima oleh berbagai pihak. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwasanya peran UNRWA dalam 

menjamin humanitarian space di Tepi Barat di bawah tekanan politik dan militer.  

Kata-kata kunci: UNRWA, humanitarian space, Tepi Barat, conventional, konflik 

Israel-Palestine 

 

ABSTRACT 

This study discusses the role of the United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) in ensuring humanitarian space in 

the West Bank in 2021-2023. This research uses the theory of humanitarian space 

developed by Hikaru Yamashita by involving three operational models in it, namely 

conventional, shelter, and homeland. The research method used is qualitative with 

data collection techniques through literature studies, journals, websites, books, and 

other supporting data. The findings of the study show that UNRWA's role in 

securing humanitarian space in the West Bank is close to the conventional model. 

This is reflected in (1) Compatibility with the practice of sovereign space in the 

West Bank as its operations are carried out on the basis of official recognition and 

coordination with the Palestinian Authority and the Israeli government. (2) Security 

principles and arrangements which are based on UNRWA's legal status as a UN 

agency so as to be able to maintain the neutrality of the demilitarized space of 

humanity. (3) Authority here is UNRWA based on the UN mandate and 

humanitarian principles so that it can be accepted by various parties. The results 

of this study are expected to provide an understanding of UNRWA's role in ensuring 

humanitarian space in the West Bank under political and military pressure. 

Keywords: UNRWA, humanitarian space, West Bank, conventional, Israel-

Palestine conflict.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Konflik Israel-Palestina merupakan suatu konflik yang kompleks di mana 

telah merenggut banyak nyawa dan memusnahkan masa depan serta mimpi 

masyarakat sipil yang tidak berdosa. Di samping daripada itu, perhatian dunia 

sering difokuskan pada gencatan senjata dan konflik politik sedangkan ada bagian 

yang sering kali terlupakan yakni dalam memikirkan garis hidup generasi penerus 

masyarakat Palestina. Terjadinya konflik ini bukan hanya melibatkan sedikit 

korban, tetapi sampai ratusan dan saat ini dilaporkan mencapai ribuan jiwa sudah 

menjadi akibat dari kisruh antara Palestina dan Israel. Selain mendapatkan kerugian 

yang sangat besar, konflik ini juga memberikan dampak yang tidak lain korbannya 

adalah warga penduduk tempat tinggal, wanita hingga anak-anak yang mana adalah 

generasi penerus untuk Palestina itu sendiri. Meski serangan terhadap pemukiman 

dan juga fasilitas medis lazimnya dilarang oleh aturan dalam konflik, pemukiman 

yang padat dan juga rumah sakit setempat yang dihancurkan sangat merasakan 

dampaknya. Tantangan seperti serangan udara, terbatasnya ruang untuk bergerak, 

isolasi, juga kurangnya kebutuhan sandang, pangan, papan, perawatan medis, 

dihadapi oleh mereka yang mana hal tersebut mempengaruhi kondisi mental dan 

fisik masyarakat di sana (Bercovitch and Gartner 2009).  

Konflik Israel-Palestina ini memiliki dimensi sejarah yang panjang dan 

dapat ditelusuri melalui rangkaian beberapa peristiwa. Pecahnya Intifada pertama 

pada tahun 1987 merupakan momen transformatif yang menandi perlawanan rakyat 

Palestina terhadap okupasi Israel di Tepi Barat dan jalur Gaza. Pemberontakan ini 
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diwarnai dengan demonstrasi besar-besaran, aksi pembangkangan sipil dan 

mobilisasi gerakan grass root yang bertujuan menggugat legitimasi keberadaan 

Israel di wilayah tersebut. Gerakan ini sebagai merupakan reaksi terhadap kondisi 

sosial dan politik  juga persepsi kemunduran dalam mencapai kemerdekaan 

Palestina melalui jalur diplomasi, khususnya pasca kegagalan negosiasi damai di 

awal dekade 2000-an (Bregman 2011).  

Israel dalam konflik ini terutama terkait Tepi Barat berakar pada klaim 

historis nasionalisme Yahudi dan cita-cita zionis untuk membangun tanah air bagi 

bangsa Yahudi. Aspirasi ini semakin menguat setelah proklamasi kemerdekaan 

Israel pada 1948 yang berakibat pada perpindahan paksa banyak warga Palestina 

ini dinamakan peristiwa Nakba dalam pandangan Palestina. Hubugan politis Tepi 

Barat menjadi semakin nyata pasca perang enam hari tahun 1967, yang berujung 

pada pendudukan Israel atas teritorial tersebut. Okupasi ini melibatkan strategi 

pemukiman luas yang mengah komposisi demografis dan struktur pemerintahan di 

Tepi Barat, menciptakan sistem yang secra sistematis melemahkan hak-hak 

Palestina dan aspirasi politik mereka (Alasttal et al. 2023). 

Ketika konflik berkembang menjadi Intifada kedua pada tahun 2000, 

terliuhat transformasi signifikan dalam strategi perlawanan Palestina dan kebijakan 

Israel. Era ini ditandai dengan intensnya kekerasan dan pengerasan posisi kedua 

belah pihak, dengan Israel menerapkan tindakan keamanan ketat yang membatasi 

mobilitas dan ruang gerak politik Palestina. Masyarakat sipil menjadi fokus utama 

dinamika konflik yang sering digambarkan dalam narasi media dengan cara yang 

mencerminkan keberpihakan yang mendalam (Nir 2023). Eskalasi kekerasan pada 

periode ini menggarisbawahi implikasi yang lebih luas dari pendudukan dan 
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mempertanyakan efektivitas proses perdamaian yang gagal mengatasi realitas 

sosial ekonomi dan politik di lapangan (Kelly 2006). 

UNRWA mempunyai peran yang sangat penting dalam menangani 

tantangan kemanusiaan di Tepi Barat. Di mana organisasi ini fokus pada 

pengembangan dan terkait kemanusiaan di wilayah Palestina, khususnya Tepi 

Barat. Semenjak tahun 2021, Tepi Barat terus mendapatkan kekerasan intens di 

mana terjadinya serangan pada daerah tempat tinggal warga sipil dan juga 

merusakan fasilitas kesehatan. UNRWA sendiri mempunyai kontribusi yang 

signifikan dalam menyokong bantuan pada para pengungsi yang terkena akibatnya 

dari konflik yang hingga saat ini masih terus bergulir (UNRWA 2022).  

Pada tahun 1949, juga diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 

untuk membuat organisasi internasional UNRWA. Secara internasional, UNRWA 

menjalankan mandatnya berdasarkan kepada sejumlah peraturan dan resolusi 

internasional, termasuk resolusi 302 (IV) Majelis Umum PBB yang mendirikan 

UNRWA dan mengarahkan upaya untuk memberikan bantuan serta pekerjaan 

kepada pengungsi Palestina (Wibawana 2024).  

Mandat UNRWA juga diperpanjang oleh berbagai resolusi PBB lainnya 

yang menegaskan kembali komitmen dunia internasional untuk mendukung 

pengungsi Palestina hingga solusi yang adil dan abadi dapat ditemukan. Bantuan 

diberikan kepada mereka yang terdampak konflik di Palestina, baik pengungsi atau 

yang mempunyai pilihan untuk bertahan di tempat dengan tujuan memberikan 

bantuan. Tepi Barat menjadi salah satu wilayah operasi utama yang diputuskan oleh 

UNRWA (UNRWA 2022).  
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UNRWA ialah lembaga tunggal dari PBB yang fokus dalam memberikan 

dukungan berupa bantuan untuk pengungsi di kawasan tertentu di Palestina, di 

mana dipisahkan dari UNHCR atau United Nations High Commissioner for 

Refugees. Upaya untuk memberdayakan pengungsi, bukan hanya terbatas pada 

kebutuhan mendasar yang disediakan oleh UNRWA, tetapi juga melingkupi peran 

mereka untuk dapat hidup mandiri. Pengungsi dibantu oleh UNRWA untuk 

membangun kemampuan sendiri melalui kemitraan (Peters and Gal 2009).  

UNRWA njalankan peran yang sangat penting trutama saat terdampaknya 

pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, UNRWA terus melaksanakan mandatnya 

untuk memberikan bantuan, perlindungan, dan advokasi bagi pengungsi Palestina, 

yang merupakan bagian signifikan dari populaso di wilayah ini. Layanannya 

mencakup pendidikan, kesehatan, dan dukungan darurat, yang tidak hanya 

memenuhi kebutuhan manusia tetapi juga mengatasi tantangan pembngunan yang 

timbul akibat pendudukan dan konflik yang berkepanjangan (Sutkutė 2024). 

Pada sektor pendidikan, UNRWA mengelola sekolah yang melayani sekitar 

300.000 anak di Tepi Barat, mempromosikan tidak hanya pembelajaran akademik 

tetapi juga kesejahteraan mental di kalangan remaja. Penelitian menunjukkan 

hubungan yang kuat antara kehadiran sekolah dan kesehatan mental, menyoroti 

bagaimana inisiatif pendidikan UNRWA berkontribusi pada stabilitas psikososial 

pemuda Palestina di tengah kesulitan ekonomi dan sosial yang mereka hadapi 

(Nathani et al. 2023a). Lembaga ini telah menyesuaikan layanan pendidikannya 

untuk mematuhi pedoman kesehatan selama pandemi COVID-19 beralih ke 

platform digital jika diperlukan yang menunjukkan fleksibilitas dan komitmennya 

dalam menjaga keberlangsungan pendidikan (Mitwalli et al. 2022). 
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Konfrontasi berkelanjutan yang terjadi antara pihak Israel dan juga 

Palestina di tahun 2021 dengan banyaknya rentetan peristiwa di mana akhirnya 

memunculkan ketegangan setelah hari raya Idulfitri 1442 Hijriah selama 11 hari 

lamanya. Kompleksnya segala permasalahan dari sejarah hingga ke wilayah 

teritorial menjadi akar dari segala peristiwa yang terjadi. Tahun 2021 terjadi sebuah 

konflik di mana adanya pemindah paksaan masyarakat sipil Palestina dari wilayah 

Syeikh Jarrah, Yerussalem Timur (Alsaafin, Ibrahim, and Regencia 2021).  

Lokasi bersejarah yang mana menjadi saksi perjalanan yang sangat panjang 

penduduk Arab Palestina dengan berbagai kedalaman historis dan juga budaya yang 

tidak akan pernah terbantahkan. Kehendak Israel untuk memaksa penghuni 

kawasan tersebut secara paksa itu telah memicu perlawanan yang masif dan juga 

konfrontasi berkepanjangan dengan pasukan keamanannya. Puncak dari adanya 

sebuah ketegangan terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa, tempat paling krusial dan 

juga religius dalam konflik panjang yang melibatkan Israel dan juga Palestina, di 

mana menjelang perayaan hari raya Idulfitri, serangkaian tindak kekerasan pecah 

meliputi serangan brutal terhadap sejumlah jamaah yang tengah beribadah dan aksi 

provokasi militer Israel (Alsaafin, Ibrahim, and Regencia 2021).  

Dampaknya demonstrasi besar meledak dan puluhan jiwa masyarakat sipil 

Palestina terluka. Organisasi Hamas pun memberikan balasan terhadap apa yang 

telah dilakukan oleh aksi Israel yang membuat meletusnya aksi balasan dari pihak 

Israel sendiri. Di tahun berikutnya, penanda yang begitu signifikan dalam konstelasi 

konflik antara Israel dan juga Palestina di tahun 2022 dengan munculnya beberapa 

kelompok perlawanan bersenjata di wilayah Tepi Barat (United Nations 2023).  



6 

 

Tonggak awal pergerakannya sendiri mulai September tahun 2021 melalui 

Brigade Jenin di kamp pengungsian yang langsung terkait dengan tewasnya 

pejuang Palestina yaitu Jamil Al-Amouri akibat aksi militer Israel pada Juni. 

Kawasan Utara Palestina menjadi basis munculnya beberapa kelompok perlawanan 

seperti Brigade Nablus, Lion’s Den, Brigade Balata, Brigade Tubas, Brigade 

Yabas. Kelompok tersebut menunjukkan satu hal yang menonjol di mana 

komposisi dengan merangkul anggota lintas partai tradisional Palestina, namun 

tetap berdiri sendiri dan tegas dalam menolak adanya afiliasi politik (Al Tahhan 

and Humaid 2022).  

Israel melancarkan kampanye militer yang bernama “Break the Wave” 

sebagai tanggapan atas sejumlah serangan individual yang dimulai pada Maret. 

Kampanye ini sendiri menonjolkan aksi seperti adanya penggerebekan yang terus-

menerus terjadi, penangkapan secara massal, dan juga aksi kekerasan yang terjadi 

di Tepi Barat. Pada 7 Oktober 2023, konflik yang terjadi antara Israel dan juga 

Palestina mencapai puncak yang kelam ketika Hamas melancarkan aksi serangan 

di Israel di mana pihak Israel merespons berupa deklarasi perang yang akhirnya 

menghasilkan banyaknya korban jiwa (Al Tahhan 2023). 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Bagaimana peran dari United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam menjamin Humanitarian 

Space di Tepi Barat tahun 2021-2023?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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  Riset ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran United Nations Relief 

and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam 

menjamin Humanitarian Space di Tepi Barat tahun 2021-2023. 

 

 1.4 Cakupan penelitian 

Penelitian ini akan membahas berkenaan dengan sejauh apa kontribusi 

UNRWA yang khususnya melayani Palestina bagian Tepi Barat. Alasan penulis 

mengangkat isu ini, yaitu dari tahun 2021-2023 dikarenakan kisaran waktu tersebut 

adalah memanasnya serangan Israel ke Palestina yang mempengaruhi dari suatu 

kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut di mana seperti terjadinya serangan yang 

dilancarkan ke masjid Al-Aqsa kemudian juga terjadinya peristiwa pemindahan 

secara paksa di Sheikh Jarrah, kemudian di tahun berikutnya adanya sebuah 

gerakan massa yang dikerahkan oleh Israel dengan sebutan “Break the Wave” di 

mana kegiatan tersebut adalah terjadinya berbagai penyerangan mulai dari 

penggerebekan, penculikan, pembunuhan, dan lain-lain.  

Hingga tahun 2023, konflik semakin memanas setelah peristiwa 7 Oktober 

yang dilayangkan oleh Hamas di Gaza kemudian terjadi serangan balasan oleh 

Israel. Penelitian ini sendiri akan mengkaji sejauh mana peran dari United Nations 

Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam 

menjamin ruang kemanusiaan di Tepi Barat.  

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

 Setelah penulis melakukan analisis lebih mendalam terkait penelitian yang 

memiliki interdependensi dengan apa yang sedang penulis teliti.  
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 Penelitian pertama yakni dilakukan oleh Niyigena Mugabo Eric,  Dr. J 

Subramaniyan (2017) “The role of United Nations relief and works agency 

(UNRWA) for protecting Palestinian refugees.” Penelitian ini membahas terkait 

peranan UNRWA dalam melindungi pengungsi Palestina dengan fokus bagaimana 

organisasi ini dapat menjalankan tugasnya di tengah tantangan konflik politik dan 

juga isu kemanusiaan. UNRWA dibentuk pada tahun 1949 dengan perintah untuk 

memberikan bantuan dan juga perlindungan kepada pengungsi Palestina, yang terus 

bertahan hingga saat ini meskipun menghadapi berbagai tantangan. Di tengah 

konflik yang berlangsung UNRWA menjadi salah satu organisasi yang tetap ada 

secara konsisten untuk memberikan bantuan langsung kepada pengungsi Palestina 

di wilayah-wilayah seperti Tepi Barat, Gaza, Yordania, Lebanon, juga Suriah. 

Dalam penelitian ini juga turut membahas tantangan yang dihadapi UNRWA, 

termasuk tuduhan bahwa organisasi ini memperpanjang status pengungsi, serta 

tekanan dari beberapa negara donor yang mengurangi bahkan memberhentikan 

pendanaan. Di mana atas semua yang terjadi UNRWA tetap menjaga netralitas dan 

fokus untuk menangani tantangan kemanusiaan, meski sering kali berada di bawah 

pengawasan ketat dan menghadapi tuduhan politik. 

Penelitian kedua yakni dilakukan oleh Sari Hanafi, Leila Hilal, Lex 

Takkenberg (2014)  “UNRWA and Palestinian Refugees: From Relief and Works 

to Human Development.” Buku ini membahas terkait analisis komprehensif 

mengenai peran UNRWA dalam kehidupan para pengungsi Palestina. Buku ini 

mengkaji evolusi UNRWA dari yang semula menyediakan bantuan dasar dan 

lapangan kerja menjadi berfokus pada pembangunan manusia, pendidikan, dan 

layanan kesehatan. Buku ini juga mengelaborasi lebih luas terkait tantangan-
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tantangan yang dihadapi UNRWA, termasuk tekanan politik, masalah pendanaan, 

dan keterbatasan mandatnya. Buku ini menilai dampak dari tantangan-tantangan 

tersebut terhadap pengungsi Palestina dan misi kemanusiaan UNRWA.  

Penelitian ketiga yakni dilakukan oleh Nina Gren (2015) Occupied Lives: 

Maintaining Integrity in a Palestinian Refugee Camp in the West Bank.” Buku  ini 

membahas terkait elaborasi kehidupan sehari-hari para pengungsi Palestina di 

sebuah kamp di Tepi Barat, mengeksplorasi bagaimana mereka menavigasi kondisi 

sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks di bawah pendudukan Israel. Buku ini 

membahas terkait hal seperti ketahanan, identitas, dan kohesi komunitas dalam 

menghadapi penindasan dan pengungsian. Gren menekankan pada strategi yang 

digunakan para penghuni untuk mempertahankan martabat pribadi dan integritas 

sosial, menarik perhatian pada ketangguhan mereka dan tantangan-tantangan yang 

mereka hadapi di bawah pendudukan.  

 Dari penelitian ini, penulis menjelaskan adanya perbedaan dari beberapa 

penelitian yang sudah penulis temukan atau yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian ini membahas terkait peran UNRWA dalam menjamin humanitarian 

space yang ada di Palestina, khususnya bagian Tepi Barat, dan lebih spesifik dalam 

jangka waktu 2021-2023. Maka dari itu penulis akan mengulas lebih dalam akan 

hal itu.  

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

 Penulis menggunakan teori humanitarian space yang dikembangkan oleh 

Hikaru Yamashita dalam bukunya yang berjudul Humanitarian Space and 

Internasional Politics: The Creation of Safe Areas sebagai landasan konseptual dan 
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juga untuk menganalisis dinamika operasional UNRWA di Tepi Barat. Yamashita 

mendefinisikan bahwasanya ruang kemanusiaan adalah konsep yang 

menggambarkan lingkungan operasional yang diperlukan organisasi kemanusiaan 

untuk dapat bekerja secara efektif, aman dan independen dalam memberikan 

bantuan kepada populasi yang membutuhkan tanpa terpengaruh oleh kepentingan 

politik, militer atau ekonomi. Ruang ini dicirikan oleh akses yang aman dan tidak 

terbatas terhadap populasi yang membutuhkan, penerapan prinsip kemanusiaan 

seperti netralitas, ketidakberpihakan, dan independensi, serta legitimasi dan 

penerimaan dari semua pihak yang terlibat dalam konflik atau krisis (Yamashita 

2004, 9). 3 model humanitarian space dapat dilihat pada gambar 1. 

Gambar 1. Model Humanitarian Space by Hikaru Yamashita 

 

Sumber: Yamashita (2017, 24) 

a. Model konvensional adalah model ruang kemanusiaan yang diakui secara 

internasional sejak Konvensi Jenewa tahun 1949 dan 1977. Model ini 

sendiri beroperasi berdasarkan prinsip persetujuan sebelumnya antar pihak 

yang berkonflik, di mana ruang kemanusiaan dapat tercipta melalui 

penetapan zona-zona khusus seperti rumah sakit dan fasilitas perlindungan 
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lainnya. Karakteristik utama model ini adalah demiliterisasi yang ketat, 

pembatasan atau pelarangan penggunaan kekuatan, serta kompatibilitas 

dengan prinsip kedaulatan negara karena memerlukan persetujuan akurat 

dari otoritas negara atau militer yang berkonflik. Model konvensional ini 

menekankan pentingnya negosiasi dan kesepakatan formal sebagai dasar 

legitimasi ruang kemanusiaan (Yamashita 2004, 17-20).  

b. Model shelter atau tempat berlindung model yang fundamental dengan 

mendasarkan legitimasinya murni pada hak asasi manusia dan juga 

menantang praktik ruang kedaulatan yang ada. Model ini bersifat asing 

terhadap praktik ruang kedaulatan konvensional dan berfungsi sebagai 

pengingat kritis tentang keterbatasan sistem kedaulatan negara dalam 

melindungi individu yang rentan. Berbeda dengan dua model lainnya yang 

masih berusaha mencari kompatibilitas dengan struktur kedaulatan, model 

shelter ini secara tegas menolak untuk tunduk pada logika kedaulatan 

negara dan lebih fokus pada perlindungan langsung terhadap individu 

berdasarkan prinsip hak asasi manusia secara universal. Model shelter ini 

juga menekankan bahwa ruang kemanusiaan tidak harus kompatibel dengan 

kedaulatan negara dan dapat berdiri sendiri sebagai entitas perlindungan 

yang independen (Yamashita 2004, 20-23).  

c. Model homeland atau tanah air memunculkan pendapat yang berbeda 

dengan mendasarkan ruang kemanusiaan pada norma penentuan nasib 

sendiri dan perlindungan hak asasi manusia kelompok tertentu. Model ini 

diciptakan untuk melindungi komunitas atau kelompok yang membutuhkan 

perlindungan khusus dengan potensi berkembang menjadi entitas politik 
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yang terorganisir. Sumber otoritas dalam model homeland ini bukan berasal 

dari negara yang ada, melainkan dari kelompok itu sendiri yang mencari 

perlindungan, sehingga lebih menekankan kepada persetujuan dan 

dukungan dari dalam komunitas tersebut. Model homeland ini juga 

memungkinkan penggunaan kekuatan untuk mempertahankan diri dan 

memberikan perlindungan militer, sehingga memiliki karakter yang lebih 

aktif dibandingkan model konvensional (Yamashita 2004, 20).  

 

1.7 Argumen Sementara 

 Model kemanusiaan United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

in the Near East (UNRWA) dalam menjamin ruang kemanusiaan di Tepi Barat 

tahun 2021-2023. Tepi Barat adalah kawasan yang dipilih dalam kasus ini karena 

menawarkan lingkungan operasional yang lebih terkontrol untuk implementasi 

program kemanusiaan jangka panjang. Pertimbangan untuk memprioritaskan Tepi 

Barat meliputi stabilitas operasional yang memungkinkan keberlanjutan program 

bantuan, akses yang lebih baik terhadap populasi target, dan potensi untuk 

membangun kapasitas lokal yang berkelanjutan. Kondisi tata kelola yang relatif 

lebih terstruktur di Tepi Barat memungkinkan pengembangan sistem kesehatan dan 

ketahanan pangan yang dapat memberikan dampak preventif terhadap krisis 

kemanusiaan di masa depan. Hal ini dilakukan melalui tiga model pendekatan teori 

Humanitarian Space yang di kemukakan oleh Hikaru Yamashita. Model tersebut 

di antaranya adalah convensional, shelter, dan homeland, yang mana dapat di lihat 

dalam segi kondisi kedaulatan, keamanan, dan juga otoritas. Daalam hal ini penulis 

menyoroti model ruang kemanusiaan convensional. Pada model konvensional, 
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UNRWA beroperasi berdasarkan prinsip menghormati kedaulatan negara dengan 

netralitas dan memerlukan persetujuan dari otoritas Israel sebagai kekuatan 

pendudukan juga koordinasi dengan otoritas Palestina. Di dalam konteks ini, 

UNRWA menghadapi tantangan yang signifikan karena adanya pembatasan akses 

dan kontrol ketat Israel di Area C. UNRWA harus mematuhi regulasi keamanan 

Israel yang ketat, termasuk prosedur pemeriksaan berlapis dan juga pembatasan 

waktu operasional, yang sering kali menghambat penyampaian bantuan tepat waktu 

kepada pengungsi Palestina di 19 kamp pengungsi yang tersebar di Tepi Barat.  

 

1.8 Metode Penelitian  

1.8.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif 

untuk menganalisis peran UNRWA dalam menjamin humanitarian space di Tepi 

Barat tahun 2021-2023 dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti 

jurnal, situs web, dan data pendukung lainnya.  

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek dari penelitian yang penulis analisa ialah UNRWA. Sementara itu 

objek penelitiannya ini adalah peran UNRWA dalam menjamin humanitarian 

space di Tepi Barat tahun 2021-2023.  

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data dari 

berbagai sumber literatur meliputi buku, jurnal, situs berita yang berkaitan dengan 

topik ini.  
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1.8.4 Proses Penelitian 

Proses penelitian ini mengumpulkan informasi yang erat kaitannya dengan 

permasalahan yang akan dikaji beserta teori pendukung yang berkaitan. Pada tahap 

pengolahan data, peneliti melakukan seleksi terhadap data-data yang telah 

terkumpul untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Dalam fase 

analisis data sendiri, penulis menguraikan dan juga menjabarkan temuan yang 

didapat guna dikaji lebih lanjut. Kesimpulannya peneliti membuat sebuah hasil dari 

keseluruhan data yang sudah didapat dan diolah.  

 

1.9 Sistematika Pembahasan 

1. Bab 1 dalam penulisan ini memuat pengantar mengenai isu yang 

diangkat. Dimulai dengan latar  belakang, diikuti oleh rumusan 

masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan 

diakhiri dengan sistematika penulisan.  

2. Bab 2 penelitian ini akan berisikan penjelasan terkait analisis krisis 

di Tepi Barat di tahun 2021-2023, struktur, dan juga tugas pokok 

fungsi UNRWA.   

3.  Bab 3 penelitian ini akan membahas terkait implementasi analisis 

kebijakan  UNRWA dalam menjamin humanitarian space di Tepi 

Barat di tahun 2021-2023  

4. Bab 4 penulisan ini mencakup adanya kesimpulan dan saran dari 

semua aspek pembahasan pada penelitian.  
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BAB 2 

OPERASIONAL DAN PERAN UNRWA DALAM MENJAMIN 

HUMANITARIAN SPACE DI TEPI BARAT 

 

 

Menurut Hikaru Yamashita, organisasi internasional berfungsi sebagai 

aktor kunci dalam mengelola ruang kemanusiaan. Pada bagian ini, akan dijelaskan 

bagaimana operasional dan peran UNRWA dalam menjamin humanitarian space 

di Tepi Barat, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh 

Yamashita. UNRWA berupaya untuk menjaga ruang kemanusiaan yang aman serta 

menjamin bahwa segala batuan yang masuk diberi kepada masyarakat yang 

terdampak dengan sesuai porsinya. 

 

2.1 Krisis Kemanusiaan dalam Konflik Palestina dan Israel di Kawasan Tepi 

Barat 

Bencana kemanusiaan yang melanda Tepi Barat mencapai puncaknya 

ketika konflik Israel-Palestina memanas pada 2021, yang ditandai dengan 

meningkatnya aksi kekerasan, jatuhnya korban jiwa dan memburuknya kondisi 

sosial ekonomi masyarakat. Krisis ini bermula pada Mei 2021, dipicu oleh 

ketegangan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, termasuk kontroversi 

pengusiran paksa di Yerusalem Timur, yang kemudian memperparah kondisi 

kemanusiaan yang sudah sangat memprihatinkan (Gangat et al. 2022). 

Tingkat keparahan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan erat 

dengan dilanggarnya ketentuan hukum humaniter internasional yang diatur dalam 

Konvensi Jenewa, kedua pihak yang bertikai dituding telah melakukan pelanggaran 
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selama konflik berlangsung (Habiba and Rafianto 2023). Pelanggaran tersebut 

termanifestasi dalam berbagai aksi militer yang menggunakan kekuatan berlebihan 

dan tidak seimbang, sehingga menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar serta 

kerusakan pada fasilitas infrastruktur vital (Habiba and Rafianto 2023; Ezquerro 

and Cañete 2025). Laporan-laporan menunjukkan bahwa penduduk sipil Palestina 

mengalami penderitaan luar biasa akibat serangan dari udara, operasi militer, dan 

pembatasan mobilitas yang diberlakukan selama pertempuran berkepanjangan di 

kawasan tersebut (Ezquerro and Cañete 2025; Bhowmik and Fisher 2023).  

Konsekuensi terhadap kesehatan jiwa yang muncul dari kondisi tersebut 

sangat memprihatinkan. Para petugas medis di Tepi Barat dan Gaza menghadapi 

beban ganda dari pandemi COVID-19 dan konflik bersenjata yang semakin 

memperburuk sistem pelayanan kesehatan yang sudah terbatas sumber dayanya 

(Gangat et al. 2022; Veronese, Mahamid, and Bdier 2023). Kondisi sosial yang 

tegang telah memicu peningkatan gangguan stres psikologis baik di kalangan 

tenaga medis maupun masyarakat luas, yang menggambarkan pengaruh serius dari 

kekerasan berkelanjutan terhadap kondisi mental (Gangat et al. 2022; Veronese, 

Mahamid, and Bdier 2023). 

Di sisi lain, konsekuensi ekonomi dari konflik ini sangat merusak 

perekonomian yang sudah rapuh dan terhimpit oleh kebijakan blokade serta konflik 

internal, merebaknya kekerasan telah memperparah tingkat kemiskinan di tengah 

masyarakat Palestina (Fahlevi 2023). Proyeksi Bank Dunia menunjukkan bahwa 

tekanan eksternal akibat eskalasi konflik tahun 2021 semakin memperburuk kondisi 

ekonomi, mempersulit akses terhadap pelayanan fundamental seperti kesehatan dan 

pendidikan (Fahlevi 2023).  



17 

 

Krisis ini semakin diperumit oleh reaksi dunia internasional dan wacana 

yang berkembang mengenai konflik tersebut. Pemberitaan media global dan 

platform media sosial kerap kali mempolarisasi cerita yang berkembang, sehingga 

memperbesar ketegangan yang ada (Bhowmik and Fisher 2023b; Huda et al. 2022). 

Kesulitan dalam menyajikan perspektif yang berimbang dalam konteks konflik 

yang begitu rumit ini sangat nyata, karena media massa mendapat kritik karena 

melanggengkan narasi yang sudah basi atau turut berkontribusi pada salah persepsi 

publik mengenai kerumitan konflik tersebut (Bhowmik and Fisher 2023b). 

Pada tahun 2022 situasi kemanusiaan di wilayah Tepi Barat mengalami 

kemerosotan yang mengkhawatirkan, dipicu eskalasi konflik Israel dan Palestina 

yang berkepanjangan. Wilayah ini, yang dihuni sekitar 2,5 juta penduduk Palestina, 

menghadapi tekanan berat akibat okupasi militer dan ekspansi pemukiman Israel 

yang tidak terkendali. Lebih dari 100 pemukiman Israel yang menampung setengah 

juta warga Israel telah menciptakan lingkungan yang semakin menindas bagi 

masyarakat Palestina, dengan praktik diskriminasi sistematis yang oleh lembaga 

seperti Amnesty Internasional dan B’Tselem dikategorikan sebagai apartheid (Dart 

2023). 

Di area C, yang sepenuhnya berada dalam pengawasan militer Israel, 

kondisi kehidupan menunjukkan gambaran krisis kemanusiaan yang nyata. 

Ekspansi pemukiman terus merampas tanah milik Palestina, sementara sistem 

pengawasan ketat membatasi mobilitas warga dan akses mereka terhadap fasilitas 

dasar (Falah et al. 2023). Keberadaan aparat militer Israel memperumit upaya 

pengelolaan wilayah dan penjagaan keamanan, menghasilkan berbagai pelanggaran 

hak asasi manusia yang terdokumentasi, mulai dari penangkapan tanpa dasar 
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hukum yang jelas, penghancuran hunian, hingga pembatasan akses terhadap air 

bersih dan lahan pertanian (Giacaman, Ghandour, and Hammoudeh 2025). 

Ancaman perubahan iklim turut memperparah kondisi yang sudah buruk di 

wilayah ini. Masyarakat Palestina menghadapi kerentanan tinggi terhadap 

tantangan lingkungan karena minimnya infrastruktur untuk mengantisipasi dampak 

perubahan iklim. Kerentanan ini sangat dirasakan oleh komunitas pedesaan 

Palestina yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian (Isaac et al. 

2024).Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam menciptakan ketimpangan, 

karena komunitas-komunitas ini sulit mengimplementasikan strategi keberlanjutan 

yang diperlukan untuk ketahanan ekonomi dan adaptasi klimat (Isaac et al. 2024).  

Menghadapi krisis yang saling terkait ini, tuntutan akan campur tangan 

internasional semakin menguat menekankan urgensi aksi kemanusiaan untuk 

mengurangi penderitaan yang ditimbulkan oleh okupasi Israel dan dinamika sosial 

juga politik dalam struktur pemerintahan Palestina. Walau konsep solusi dua negara 

telah diajukan, kegagalan perundingan-perundingan sebelumnya menegaskan 

perlunya evaluasi ulang terhadap pendekatan yang ada demi mencapai perdamaian 

berkelanjutan dan perlindungan HAM di kawasan tersebut (Pratiwi, Syarafi, and 

Nauvarian 2022) 

Hingga berlanjut ke tahun 2023 di mana konflik antara Palestina dan Israel 

semakin memanas telah memperburuk kondisi kekerasan dan menghambat akses 

masyarakat Palestina terhadap pelayanan dasar dan dukungan kemanusiaan. 

Setelah pecahnya konflik pada 7 Oktober 2023 dengan operasi “Al-Aqsa Flood” 

yang melibatkan Hamas dan militer Israel, wilayah tersebut mengalami lonjakan 

pengungsi, krisis pangan dan kelangkaan fasilitas kesehatan (Saleh 2024). 
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Keadaan perekonomian di Tepi Barat mengalami tekanan berat, akibat 

okupasi yang merugikan sumber penghidupan warga Palestina. Data menunjukkan 

bahwa sekitar 80% populasi Gaza mengandalkan bantuan kemanusiaan untuk 

bertahan hidup karena kondisi ekonomi yang terpuruk akibat embargo 

berkepanjangan dan konflik (Alkhaldi et al. 2024). Kondisi serupa terjadi di Tepi 

Barat, di mana lebih dari 500 check point dan barrier pembatas menghambat 

mobilitas penduduk dan distribusi barang, termasuk persediaan medis (Alkhaldi et 

al. 2024). Hambatan akses terhadap sumber daya dan layanan ini telah menciptakan 

kemiskinan massal dan tingkat pengangguran yang melonjak drastis, berkontribusi 

pada ketegangan sosial (Article and Yousef 2024).  

Lebih lanjut, krisis kesehatan bertambah buruk karena pelanggaran HAM 

yang terstruktur, yang kerap terabaikan dalam pembahasan geopolitik yang lebih 

luas. Masyarakat, khususnya di daerah yang sepenuhnya dikuasai militer Israel 

seperti area C di Tepi Barat, mengalami peningkatan gangguan kesehatan dan 

kesulitan mengakses layanan medis akibat kehadiran militer dan regulasi yang 

diterapkan (Giacaman, Ghandour, and Hammoudeh 2025). Sistem kesehatan 

Palestina mengalami fragmentasi dan ketergantungan ekstrem pada bantuan luar, 

yang semakin memberatkan populasi yang sudah rentan (Hatamyar et al. 2025).  

Kerumitan tata pemerintahan turut berperan dalam krisis kemanusiaan ini. 

Ketidakmampuan Otoritas Palestina (PA) dalam memberikan pelayanan 

menyeluruh menimbulkan rasa terasingkan di kalangan warga Palestina, terutama 

di area yang diabaikan baik oleh PA maupun militer Israel (Giacaman, Ghandour, 

and Hammoudeh 2025).Aspek krusial dari krisis kemanusiaan ini adalah efek 

psikologis dari kekerasan yang tidak berkesudahan. Ditandai dengan meningkatnya 
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gangguan kesehatan jiwa, yang sebagian besar dipicu oleh sifat konflik yang 

berlarut-larut dan ancaman langsung dari aksi militer (Ronzani et al. 2024). Beban 

sosial dan ekonomi yang menyertai masalah kesehatan ini menciptakan 

ketidakstabilan di Palestina (Morstead and DeLongis 2025)  

 

2.2 Struktur, Tata Kerja Operasional dan Tugas Pokok Fungsi UNRWA  

UNRWA merupakan lembaga yang hadir pada tahun 1949 dan memulai 

aktivitasnya pada 1950. Tujuan utama pembentukan awalnya adalah memberikan 

dukungan darurat kepada para pengungsi Palestina yang harus meninggalkan 

tempat tinggal mereka karena perang Arab-Israel di tahun 1948. Seiring 

berjalannya waktu, peran UNRWA mengalami perluasan yang mencakup beragam 

program pelayanan seperti sektor pendidikan, kesehatan, sosial serta pembangunan 

fasilitas di area pengungsian yang meluas wilayah di Jordan, Lebanon, Suriah, Tepi 

Barat dan juga Gaza (El, Mohammed, and Rashid 2023).  

Operasional UNRWA dijalankan melalui pilar fundamentalnya antara lain 

program bantuan, sistem pendidikan dan layanan medis. Organisasi ini 

menyelenggarakan program pendidikan untuk lebih dari setengah juta pelajar 

dengan menggunakan sistem edukasi khusus yang dirancang sesuai keperluan 

pengungsi Palestina (Irfan 2021). Dalam aspek kesehatan, UNRWA 

mengoperasikan layanan medis menyeluruh yang mengutamakan upaya preventif 

dan kuratif terhadap berbagai penyakit, hal ini menjadi sangat krusial mengingat 

angka kejadian penyakit degeneratif yang tinggi dalam populasi pengungsi 

(Santoro et al. 2016a). Program sosial dirancang untuk mengentaskan kemiskinan 



21 

 

dan meningkatkan kondisi mental pengungsi, area yang semakin mendapat fokus 

dalam periode belakangan ini (Nathani et al. 2023b)   

Struktur organisasi UNRWA terdiri dari beberapa komponen penting yang 

menguatkan operasionalnya berjalan terstruktur. Pada strukturnya, Komisaris 

Jenderal yang berada di posisi tertinggi juga memimpin seluruh organisasi. Kantor 

Eksekutif berada di bawahnya, di mana mempunyai tugas untuk mengatur 

manajemen  dan juga strategi kebijakan (UNRWA 2023a).  

UNRWA juga memiliki Departemen Program yang mengurus berbagai 

layanan seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan sampai bagian 

infrastruktur. Untuk perihal logistik, komunikasi, keuangan dan sumber daya 

manusia ditangani oleh Departemen Dukungan. Kemudian, UNRWA juga 

mengelola di mana terdapat lima kantor lapangan yang meluas di Gaza, Tepi Barat, 

Yordania, Lebanon, Suriah sebagai pusat dari operasi di lapangan (UNRWA 

2023a). Adapun struktur organisasi UNRWA yang dijelaskan dalam gambar 2. 
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Gambar 2. General UNRWA Organizational Chart 

(Executive Office) 

 

Sumber: UNRWA (2023) 

 

 

UNRWA fokus dalam memberikan pertolongan dan juga perlindungan 

kepada para pengungsi Palestina. Mereka menyediakan berbagai layanan dasar 

seperti halnya pendidikan, kemudian kesehatan termasuk dalam kondisi mental 

pengungsi, bantuan sosial, pinjaman usaha kecil, dan bantuan untuk situasi darurat 

termasuk saat konflik bersenjata. Lima wilayah kerja mereka mencakup Gaza, Tepi 

Barat, Yordania, Lebanon, Suriah (UNRWA 2023a).  

UNRWA tidak mempunyai wewenang untuk ikut campur dalam 

perundingan politik atau pun mencari solusi jangka panjang. Dalam melakukan 

tugasnya, UNRWA menerapkan sistem organisasi terpisah, di mana setiap wilayah 

mempunyai kantornya masing-masing yang di mana mengatur program- 

programnya sesuai dengan kebutuhan pengungsi setempat (UNRWA 2023a). 
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UNRWA memiliki peranan strategis di kawasan Tepi Barat karena 

banyaknya pengungsi Palestina yang terdampak dari ketegangan yang terjadi antara 

Israel dan Palestina yang berkelanjutan dan belum berhasil diselesaikan hingga saat 

ini. UNRWA yang dibentuk khusus untuk pengungsi Palestina, berperan penting 

dalam memastikan kondisi kemanusiaan tetap stabil di Tepi Barat, khususnya di 

berbagai tenda pengungsi yang menjadi tempat tinggal ribuan pengungsi (UNRWA 

2023a).  

Saat ini, UNRWA memberikan bantuan kepada jumlah pengungsi yang 

mencapai kurang dan lebih enam juta jiwa yang tersebar di dalam dan juga luar 

batas wilayah Palestina. Pada kegiatannya, UNRWA bekerja secara independen. 

UNHCR yang biasanya memberikan perlindungan dan juga bantuan sementara 

untuk pengungsi tidak memiliki wewenang atas pengungsi Palestina yang berada 

di bawah naungan UNRWA. UNRWA tidak berwenang untuk menempatkan 

kembali para pengungsi Palestina, sebuah kebijakan yang mendapat penolakan dari 

Israel (UNRWA 2023a).  

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa UNRWA telah melayani sebanyak 

545.000 siswa di sekolah-sekolahnya, memberikan juga bantuan program jaring 

pengamanan sosial kepada 398.044 orang dan juga penyaluran bantuan 

kemanusiaan pada 1,7 juta jiwa . Di Tepi Barat sendiri, UNRWA bekerja memenuhi 

kebutuhan para pengungsi di tenda tenda yang telah disediakan, di mana situasi 

politik juga sosial yang tidak dapat ditentukan ini sering kali menyulitkan kondisi 

mereka dalam menjalani hidup (UNRWA 2023a). Peta persebaran dapat di lihat 

dari gambar 3.  
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Gambar 3. Peta Persebaran Kamp Pengungsian Tepi Barat. 

 

 

Sumber: Salem Thawaba (2017) 

UNRWA memberikan layanan di 19 kamp pengungsi yang tersebar di 

wilayah Tepi Barat, yang meliputi kamp-kamp seperti Aida, Am'ari, Aqbat Jabr, 

Arroub, Askar, Balata, Beit Jibrin, Camp No. 1, Deir 'Ammar, Dheisheh, Ein el-

Sultan, Far'a, Fawwar, Jalazone, Jenin, Kalandia, Nur Shams, Shu'fat, dan Tulkarm. 

Kamp-kamp pengungsi ini merupakan tempat tinggal bagi ribuan pengungsi 

Palestina yang telah kehilangan rumah dan tanah mereka akibat konflik 

berkepanjangan (UNRWA 2023c).  

Setiap kamp memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, namun 

semuanya mendapatkan dukungan layanan dasar dari UNRWA, seperti pendidikan, 

kesehatan, layanan sosial, dan bantuan kemanusiaan. Lokasi kamp yang tersebar di 
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berbagai wilayah Tepi Barat mencerminkan kompleksitas perpindahan dan 

pemukiman ulang penduduk Palestina selama bertahun-tahun (UNRWA 2023c).  

2.3 Posisi UNRWA di Tengah Otoritas Palestina dan Israel 

 

 Posisi UNRWA di tengah otoritas kedua negara ini dapat dijabarkan dalam 

beberapa kejadian dan juga waktu tertentu, dengan melewati beberapa perjanjian 

kesepakatan. Posisi UNRWA di tengah kedua otoritas dijelaskan dalam gambar 4. 

Gambar 4. Posisi UNRWA ditengah Otoritas Palestina dan Israel 

  

 Sumber: Peters and Gal (2009) 

Gambar di atas menjelaskan bahwa posisi UNRWA antara otoritas Palestina 

dan Israel yakni ditandai saat adanya Perjanjian Camp David pada tahun 1978 yang 

membahas terkait kesepakatan damai antara Mesir dan juga Israel, yang ditengahi 

oleh negara Amerika Serikat dan mempunyai fokus untuk pengembalian Sinai ke 

Mesir. Konferensi ini di dalamnya membahas terkait hak-hak rakyat Palestina 

secara umum dan perlu untuk dibahas di masa depan (Riansyah 2025).  
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Pada tahun 1993, Perjanjian Oslo digelar di mana membahas terkait 

perjanjian antara Israel dan PLO (Palestinian Liberation Organization) untuk usaha 

mengupayakan penyelesaian konflik antara kedua belah pihak. Dalam konferensi 

tersebut akhirnya menghasilkan pembentukan Otoritas Palestina atau Palestinian 

Authority (PA) yang diberi mandat untuk mengelola wilayah Tepi Barat dan juga 

Gaza (Hedges 1994; WayBack Machine 1995).  

Kaitannya perjanjian ini dengan isu pengungsi termasuk yang berada di 

kamp Tepi Barat menyebut akan dibahas dalam final status negotiations sehingga 

isu pengungsi belum terselesaikan secara konkret tetapi sudah ditandai sebagai isu 

besar. Setelah adanya kedua perjanjian tersebut, UNRWA terus menjalankan 

tugasnya dalam menjalankan layanan kepada para pengungsi Palestina, namun 

setelah Perjanjian Oslo koordinasi UNRWA menjadi lebih rumit dari sebelumnya 

karena ada pihak baru, yakni Otoritas Palestina di mana UNRWA sendiri harus 

bekerja sama dengan Otoritas Palestina untuk pengelolaan kamp-kamp 

pengungsian kemudian di satu sisi Israel juga mempunyai kontrol dalam sebagian 

wilayah Tepi Barat, sehingga koordinasi mereka dengan UNRWA tetap dibutuhkan 

(Bocco 2009).  

Akan tetapi, kesulitannya adalah koordinasi yang dilakukan sering kali 

menimbulkan ketidaksesuaian karena perbedaan kepentingan. Menghambatnya 

bantuan logistik dari pihak Israel, atau tidak adanya sumber daya yang cukup dari 

pihak PA (Peters and Gal 2009). Dalam praktiknya, kerja UNRWA di wilayah Tepi 

Barat menunjukkan bahwa ruang kemanusiaan yang terbentuk bukan hanya 

bergantung pada mandat dari Majelis Umum PBB, tetapi juga pada kemampuan 
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UNRWA untuk menjalin koordinasi efektif dengan Otoritas Palestina dan 

pemerintah Israel. Salah satu contoh konkret adalah mekanisme distribusi logistik 

dan bantuan yang masuk ke kamp-kamp pengungsi (UNRWA 2025a).  

Bantuan dari luar negeri umumnya tidak masuk langsung ke wilayah 

Palestina, melainkan melalui jalur logistik yang melewati Israel terlebih dahulu. Ini 

dikarenakan sebagian besar wilayah Tepi Barat berada di bawah kontrol militer 

Israel, terutama pada area yang disebut sebagai Area C. Area ini mencakup lebih 

dari 60% wilayah Tepi Barat dan diatur secara administratif dan militer oleh Israel 

(Aljazeera 2019). 

Setiap bantuan yang ingin disalurkan oleh UNRWA harus melalui proses 

verifikasi, pemeriksaan keamanan, dan izin logistik oleh pihak Israel sebelum dapat 

diteruskan ke kamp pengungsian. Proses ini sering kali menyebabkan 

keterlambatan dan pembatasan distribusi. Setelah bantuan lolos dari pemeriksaan 

Israel, UNRWA harus bekerja sama dengan Otoritas Palestina di wilayah Area A 

dan B untuk memastikan bahwa distribusi tersebut berjalan lancar, termasuk 

mendapatkan izin untuk bergerak melalui pos pemeriksaan dan zona pembatas 

(Aljazeera 2019).  

Dalam konteks ini, UNRWA bertindak sebagai aktor netral yang harus 

menavigasi kepentingan dua otoritas yang saling bertolak belakang. UNRWA tidak 

memiliki kekuasaan koersif untuk memaksa akses atau intervensi, melainkan 

bergantung pada kemampuan diplomasi dan mediasi untuk memastikan bantuan 

tetap tersalurkan (UNRWA 2023b). 
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Contoh konkret dari dinamika ini dapat dilihat pada saat UNRWA 

menerima bantuan logistik medis dari negara donor. Bantuan tersebut harus terlebih 

dahulu masuk melalui pelabuhan Israel, dikirim ke titik penyimpanan logistik di 

kota Haifa atau Ashdod, lalu dilakukan proses bea cukai dan pengecekan keamanan 

(UNRWA 2011).  

Setelah itu, UNRWA akan melakukan komunikasi formal ke otoritas Israel 

melalui kantor koordinasi khusus COGAT (Coordinator of Government Activities 

in the Territories) untuk meminta izin distribusi ke wilayah Tepi Barat. Setelah izin 

diberikan, UNRWA kembali mengoordinasikan pengiriman dengan otoritas lokal 

di Tepi Barat untuk mengatur pengawalan, pengaturan distribusi di kamp, hingga 

distribusi akhir ke penerima manfaat (UNRWA 2011). 

UNRWA juga menghadapi kendala lain seperti blokade logistik, terutama 

saat terjadi eskalasi konflik. Israel kadang membatasi atau bahkan menutup akses 

distribusi barang yang dianggap berpotensi mendukung kelompok tertentu, 

meskipun barang tersebut ditujukan untuk kebutuhan dasar seperti bahan pangan, 

obat-obatan, dan peralatan sekolah. Blokade ini berdampak pada kelangsungan 

layanan UNRWA di kamp-kamp pengungsi, yang dalam banyak kasus menjadi 

satu-satunya sumber layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi 

masyarakat pengungsi Palestina. Di sisi lain, otoritas Palestina sendiri juga 

mengalami keterbatasan administratif dan finansial, sehingga dalam banyak kasus 

UNRWA harus mengambil alih peran negara dalam penyediaan layanan dasar 

(UNRWA 2025a). 
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BAB 3 

ANALISIS PERAN UNRWA DALAM MENJAMIN HUMANITARIAN 

SPACE 

 

UNRWA menjalankan mandat kemanusiaan berdasarkan resolusi Majelis 

Umum PBB No. 302 tahun 1949, dengan tugas utama memberikan bantuan kepada 

pengungsi Palestina. Di Tepi Barat, UNRWA mengoperasikan 19 kamp pengungsi 

dan menyediakan layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, bantuan pangan, 

serta program sosial dan pelatihan kerja. Cara kerja UNRWA bersifat multilapis 

dan bergantung pada koordinasi dengan dua otoritas utama, yaitu Pemerintah Israel 

sebagai kekuatan pendudukan dan Otoritas Palestina (PA) sebagai otoritas 

administratif lokal.  

 

3.1 Compatibility with the Practice of Sovereign Space (Kompatibilitas dengan 

Praktik Kedaulatan)   

Dalam teori ruang kemanusiaan model convensional yang dikembangkan 

oleh Hikaru Yamashita, model ini mempunyao karakteristik yang dimana 

disebutkan dalam bukunya konsep ruang kemanusiaan ini kompatibel dengan 

prinsip kedaulatan negara yang ialah suatu fondasi utama sistem internasional. 

Dalam konteks teritorial negara, model convensional ini beroperasi dengan 

menghormati otoritas kedaulatan negara. Sebagaimana disebutkan bahwa 

kedaulatan negara yang ada memberikan hak kepada negara untuk menentukan 

aturan di dalam wilayah teritorialnya. Oleh sebab itu, setiap intervensi kemanusiaan 

harus dilakukan dengan persetujuan dan dalam kerangka hukum yang diakui oleh 

negara yang bersangkutan (Yamashita 2004, 17-20).  
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PBB dan UNRWA beroperasi dalam lanskap yang kompleks yang dibentuk 

oleh peraturan pertahanan dan kebijakan keamanan Israel. Mandat UNRWA adalah 

memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Palestina namun 

operasinya di wilayah Palestina yang diduduki sangat dipengaruhi oleh 

pertimbangan keamanan nasional dan juga kerja sama dengan berbagai entitas 

pemerintah dan militer (El et al. 2023).  

Militer Israel, khususnya Direktorat Intelijen Militer (DIM), memainkan 

peran kritis dalam membentuk kebijakan keamanan yang memengaruhi organisasi 

sipil seperti UNRWA. DIM bertanggung jawab atas intelijen militer dan 

pembentukan kebijakan keamanan nasional yang lebih luas, yang memengaruhi 

cara organisasi beroperasi di wilayah sensitif seperti Gaza dan Tepi Barat. 

Pengawasan militer ini memastikan bahwa kerangka kerja operasional UNRWA 

selaras dengan prioritas keamanan nasional, terutama terkait pencegahan aktivitas 

yang dianggap mengancam keamanan Israel (Bar-Joseph 2010).  

Keterkaitan yang kompleks antara sektor sipil dan industri pertahanan Israel 

mengakibatkan pembahasan teknis dan upaya kerja sama mengenai langkah- 

langkah keamanan yang terintegrasi. Pemahaman terhadap keterkaitan ini menjadi 

kunci untuk memahami cara Israel mengendalikan wilayah perbatasannya dan 

mendistribusikan sumber daya untuk keperluan logistik kemanusiaan dalam konflik 

yang melibatkan kawasan Palestina. Evaluasi militer terhadap potensi ancaman dari 

kegiatan UNRWA turut mempengaruhi kebijakan mengenai akses dan prosedur 

operasional guna memastikan bahwa aktivitas kemanusiaan UNRWA tidak secara 

langsung memberikan dukungan kepada kelompok militan (Derouen 1995).  
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Landasan hukum yang mendasari operasi UNRWA memiliki hubungan erat 

dengan regulasi pertahanan Israel. UNRWA diharuskan untuk beroperasi dalam 

koridor hukum dan kebijakan yang mengatur cara berinteraksi dengan para 

pengungsi dan memberikan pelayanan, khususnya di kawasan yang berdekatan 

dengan perbatasan Israel. Pelayanan ini harus selalu menyesuaikan diri dengan 

perkembangan operasi militer, sehingga membutuhkan komunikasi dan koordinasi 

secara langsung dengan pihak berwenang Israel demi keselamatan staf UNRWA 

dan pengungsi yang mereka bantu. Persyaratan ini menjadi sangat vital mengingat 

protokol keamanan yang ketat  yang mengatur mobilitas dan juga distribusi sumber 

daya di wilayah-wilayah UNRWA beroperasi (Vekstein and Mehrez 1997).  

Strategi UNRWA dalam menangani aspek-aspek teknis seperti reformasi 

pelayanan kesehatan menggambarkan perlunya menyelaraskan aksi kemanusiaan 

dengan ketentuan keamanan yang ditetapkan pihak berwenang Israel. Contohnya, 

pengembangan model pelayanan kesehatan yang berpusat pada keluarga oleh 

UNRWA menunjukkan dedikasi untuk menyesuaikan layanannya dalam 

keterbatasan yang ditimbulkan oleh situasi keamanan. Penyesuaian ini sering kali 

memerlukan diskusi mengenai mutu pelayanan kesehatan di tengah kompleksitas 

tantangan politik dan pertahanan, yang menunjukkan bahwa bahkan usaha 

kemanusiaan pun terikat pada pertimbangan keamanan yang menentukan 

kemungkinan operasional (Santoro et al. 2016b).  

Regulasi Israel yang mengatur aliran bantuan menuju Tepi Barat dicirikan 

oleh sistem kontrol administratif dan kerangka hukum yang berlapis-lapis dan 

kompleks. Kekuasaan pemerintah Israel di Tepi Barat, yang dimulai sejak okupasi 

tahun 1967, telah menciptakan jaringan rumit yang terdiri dari titik-titik 
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pemeriksaan, sistem perizinan, dan kebijakan-kebijakan yang membatasi distribusi 

bantuan dan dukungan kemanusiaan ke kawasan tersebut. Menurut Rijke, 

pembatasan-pembatasan ini merupakan “arsitektur pendudukan” yang 

komprehensif, yang secara substansial mempersulit mobilitas individu dan 

komoditas, termasuk bantuan kemanusiaan, melalui pos-pos pemeriksaan di 

wilayah tersebut (Rijke 2021).  

Sistem ini menjadi semakin kompleks karena peranan mahkamah agung 

Israel, yang memberikan legitimasi dan mengukuhkan regulasi administratif yang 

mengatur penyaluran bantuan, sering kali memantulkan dan memperkuat dinamika 

kekuatan yang menguntungkan kepentingan negara Israel (Weill 2015). Regulasi 

“50 persen,” yang berpengaruh terhadap konflik pertanahan di Tepi Barat, 

mendemonstrasikan bagaimana doktrin hukum dapat mengutamakan kepentingan 

negara dibandingkan kebutuhan rakyat Palestina. Regulasi ini memudahkan 

penguasaan atas sumber daya ekonomi yang vital bagi bantuan kemanusiaan 

dengan membatasi akses Palestina terhadap tanah dan sumber daya (Forman 2009).  

Lebih lanjut, konteks sosial ekonomi tempat bantuan beroperasi tidak dapat 

dikesampingkan. Okupasi militer yang berlangsung lama telah sangat menghambat 

kemajuan ekonomi di Tepi Barat, menyebabkan banyak warga Palestina 

menggantungkan diri pada bantuan luar negeri untuk kelangsungan hidupnya 

(Farhat et al. 2023).  Menurut Alasttal et al. (2023) kondisi ekonomi yang buruk 

diperparah oleh pembatasan pemanfaatan sumber daya alam, yang mendasari 

kebutuhan akan bantuan namun sekaligus mempersulit distribusinya akibat 

hambatan birokrasi dan keamanan yang diberlakukan Israel. Pembagian Tepi Barat 

menjadi zona-zona dengan level administratif yang berbeda (A, B, C) semakin 
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menyulitkan logistik penyaluran bantuan, dengan zona C yang secara khusus 

dibatasi di bawah pemerintahan langsung Israel (Niksic, Eddin, and Cali, n.d.).  

Dalam praktiknya, organisasi-organisasi kemanusiaan harus mengatasi 

birokrasi yang mencakup pengajuan persetujuan dari otoritas Israel untuk 

mengantarkan bantuan ke Tepi Barat. Proses ini mudah mengalami keterlambatan 

dan penolakan, yang menyumbang pada ketidakefektifan dan kesulitan yang 

dihadapi oleh pihak-pihak yang berupaya menyalurkan bantuan kemanusiaan. 

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 telah mengekspos kelemahan sistem ini, 

dengan pembatasan yang memperkenalkan perubahan tidak terduga yang 

mempengaruhi kemampuan pekerja untuk melintasi perbatasan, sehingga 

berimplikasi pada aliran bantuan dan stabilitas ekonomi di kawasan tersebut 

(habbas 2020).  

Lebih jauh, militerisasi mekanisme kontrol bantuan melalui kerangka 

hukum dan barier fisik seperti tembok pemisah semakin memperkuat kendali Israel 

atas akses kemanusiaan. Meskipun dipresentasikan sebagai tindakan keamanan, 

para pengkritik berargumen bahwa hal ini pada akhirnya bertujuan mengelola 

lanskap demografis dan politik di Tepi Barat untuk kepentingan aspirasi teritorial 

Israel (Métais 2021).   

Kerja sama antara Israel dan Palestina, khususnya Otoritas Palestina (PA), 

diatur melalui kerangka kerja kompleks yang ditetapkan oleh perjanjian Oslo, yang 

membagi Tepi Barat menjadi tiga zona administratif yakni A, B, dan C. Setiap zona 

memiliki tanggung jawab pemerintahan dan keamanan yang berbeda, yang secara 

signifikan mempengaruhi operasional UNRWA di wilayah-wilayah tersebut.  
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Zona A mencakup wilayah di mana Otoritas Palestina memiliki 

kewenangan sipil dan administratif penuh serta kendali keamanan. Wilayah ini 

terutama mencakup kota-kota besar Palestina dan pusat-pusat perkotaan yang 

signifikan. Zona B ditandai dengan otoritas sipil Palestina bersamaan dengan 

kendali militer Israel, yang menghasilkan struktur pemerintahan bersama di mana 

Otoritas Palestina mengelola urusan sipil sementara militer Israel mempertahankan 

pengawasan. Zona C, yang mencakup sekitar 60% kawasan Tepi Barat dikuasai 

secara total oleh Israel dan tidak memungkinkan pengaruh signifikan dari Otoritas 

Palestina, sehingga menyebabkan pembatasan pemerintahan Palestina (Amir 

2013). Pembagian zona ini menciptakan ruang yang terfragmentasi, yang 

mempersulit realisasi kedaulatan dan otonomi Palestina, membatasi perkembangan 

ekonomi dan kemampuan pemerintahan, sekaligus memperkuat supremasi militer 

dan administratif Israel atas wilayah-wilayah tersebut (Amir 2013).  

UNRWA mempunyai mandat di tempat beroperasinya yakni utamanya 

dalam menyediakan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial 

bagi pengungsi Palestina (Bocco 2009). Meskipun memiliki kehadiran yang 

signifikan, operasi UNRWA sangat dipengaruhi oleh pembagian wilayah yang 

ditetapkan pasca Oslo. Di Zona A, UNRWA dapat melaksanakan fungsi pendidikan 

dan kesehatan relatif bebas, mendukung populasi lokal dan memenuhi 

kebutuhannya. Namun di Zona B, UNRWA menghadapi tantangan akibat sistem 

pemerintahan ganda, harus berinteraksi dengan otoritas Palestina dan pasukan 

militer Israel, yang dapat mempersulit penyampaian layanan dan aksesibilitas 

(Nathani et al., 2023; Saymah et al., 2015). Selain itu di Zona C, pembatasan yang 

diberlakukan oleh Israel mengakibatkan batasan operasional yang signifikan bagi 
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UNRWA. Di wilayah ini, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan terhambat 

akibat peraturan militer Israel yang ketat dan hambatan terkait, yang dapat 

menyebabkan penundaan dan ketidakstabilan dalam operasi kemanusiaan (Radwan 

et al., 2017). 

Pembagian ini menggarisbawahi konteks yang lebih luas mengenai 

kedaulatan dan kontrol terhadap populasi Palestina. Ketiadaan kedaulatan Palestina 

yang utuh memungkinkan Israel untuk menguasai wilayah yang ditetapkan sebagai 

wilayah C, sering kali mengakibatkan ketergantungan pada UNRWA untuk layanan 

dasar, yang memperparah situasi kemanusiaan kritis yang dihadapi oleh rakyat 

Palestina. Selain itu, Otoritas Palestina (PA), meskipun memiliki kewenangan 

terbatas juga berperan dalam mempertahankan kondisi yang ada, sering dipandang 

sebagai pengurangan sebagian tanggung jawab Israel terhadap populasi Palestina 

(Amir, 2013). 

Hal ini menunjukkan bahwasannya UNRWA menjalankan kegiatannya 

dalam kerangka yang menghormati kedaulatan negara dan jika mengikuti model 

convensional yang mengatakan bahwa ruang kemanusiaan tidak mengesampingkan 

kekuasaan negara, tetapi justru harus mendapatkan izin yang terkoordinasi antara 

kedua otoritas yakni otoritas Palestina dan otoritas Israel. UNRWA menghormati 

pembagian administratif wilayah Tepi Barat (Zona A, B, dan C) dan tunduk pada 

proses yang ditentukan oleh Israel serta tetap berkoordinasi dengan Otoritas 

Palestina untuk melaksanakan layanan kepada pengungsi.  

 

3.2 Security Principle and Arrangements (Prinsip dan Pengaturan Keamanan) 
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Dalam teori ruang kemanusiaan model convensional yang dijelaskan oleh 

Hikaru Yamashita, dalam aspek keamanan konsep netralitas dalam ruang 

kemanusiaan harus dibedakan dari konsep netralitas tradisional. Menurut laporan 

panel operasi perdamaian PBB, netralitas didefinisikan sebagai tidakberpihakan 

terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Namun, dalam konteks operasi perdamaian 

PBB, netralitas memiliki makna yang lebih spesifik. Ramsbotham dan Woodhouse 

secara serupa mendefiniskan bahwa netralitas dalam istilah non interferensi dan 

membedakannya dari ketidakberpihakan. Mereka menekankan bahwa netralitas 

dan ketidakberpihakan memungkinkan aktor internasional untuk mengambil 

tindakan tegas demi aktivitas operasi perdamaian atau organisasi kemanusiaan 

(Yamashita 2004, 17-20).  

Demiliterisasi merupakan elemen penting yang dianggap esensial untuk 

menjamin prinsip non penggunaan kekuatan. Dalam konteks zona rumah sakit dan 

keamanan, zona-zona tersebut tidak boleh dipertahankan dengan cara militer dan 

tidak ada orang yang berada di sana boleh melakukan pekerjaan apa pun yang 

berkaitan langsung dengan operasi militer atau perlindungan materi perang. Prinsip 

demiliterisasi ini memastikan bahwa ruang kemanusiaan benar-benar terpisah dari 

aktivitas militer dan tidak dapat digunkan untuk kepentingan strategis militer oleh 

pihak-pihak yang berkonflik. Model convensional ruang kemanusiaan didasarkan 

pada persetujuan sebelumnya dari negara atau pihak yang terlibat dalam  konflik 

dan melibatkan non penggunaan kekuatan (Yamashita 2004, 17-20).  

UNRWA secara utama memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan 

kepada pengungsi Palestina, dengan fokus pada pendidikan, layanan kesehatan, dan 

layanan sosial dalam mandatnya di kamp-kamp pengungsi di seluruh wilayah. 
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Lembaga ini beroperasi secara independen, namun pekerjaannya beririsan dengan 

Otoritas Palestina dan Israel Defence Forces (IDF) terkait keamanan dan upaya 

kemanusiaan. Otoritas Palestina telah mendirikan pasukan kepolisiannya yang 

beroperasi terutama di Area A, yang berada di bawah kendali sipil dan keamanan 

Palestina sepenuhnya (Akram 2021). Namun, di area B dan C di mana otoritas 

militer Israel mendominasi. IDF tetap memegang kendali luas atas keamanan, yang 

mempersulit interaksi antara entitas-entitas ini.  

Semenjak UNRWA didirikan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi 

Palestina, mandat lembaga yang telah berkembang ini seringkali di bawah tekanan 

dari lingkungan eksternalnya. Upaya lembaga ini dirusak oleh keterkaitan 

politiknya, terutama dengan kelompok Hamas yang memberikan pengaruh besar di 

mana banyak operasi UNRWA berbasis (Shetty 2025). Konteks termiliterisasi di 

mana UNRWA beroperasi memperumit tujuannya untuk bersifat kemanusiaan dan 

netral yag seringkali memaksanya untuk terlibat dengan pihak bersenjata dengan 

cara yang dapat dipersepsikan sebagai memihak. Misalnya kesepakatan lembaga 

dengan Amerika Serikat untuk mengecualikan individu yang menerima pelatihan 

militer dari layanan pendidikan dan kesehatan yang mencerminkan pergeseran 

fokus operasional yang dikritik dapat merusak hak-hak pengungsi dan 

memperburuk ketegangan yang ada (Salman et al. 2022).  

Di lingkungan perkotaan seperti kamp pengungsi Jenin, intervensi 

kemanusiaan UNRWA menyoroti ketegangan antara mandat operasionalnya dan 

kebutuhan lokal. Rekonstruksi Jenin setelah bentrokan kekerasan pada tahun 2002 

menunjukkan upaya UNRWA untuk memberikan bantuan kemanusiaan sambil 
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juga mengilustrasikan tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika politik lokal dan 

sikap netral lembaga tersebut (Tabar 2012).  

Selain itu, dampak konflik militer terhadap populasi Palestina memperumit 

inisiatif pendidikan dan kesehatan UNRWA. Serangan militer yang sering, 

terutama di Gaza, telah mengakibatkan penghancuran fasilitas pendidikan dan 

rumah sakit, sangat menghambat kemampuan lembaga untuk memberikan layanan 

(Hussein et al. 2024). Gangguan seperti itu berkontribusi pada kerusakan umum 

layanan sosial di kamp pengungsi, di mana UNRWA harus menghadapi tidak hanya 

penghancuran fisik tetapi juga trauma psikologis di antara populasi pengungsi. 

Perjuangan lembaga untuk merespons secara efektif terhadap kondisi ini 

mengungkapkan kesulitan beroperasi dalam lingkungan termiliterisasi, di mana 

tujuan kemanusiaan terus-menerus terancam oleh kekerasan yang berkelanjutan 

dan ketidakstabilan politik (Nathani et al. 2023c). 

Posisi UNRWA yang tertanam sebagai organisasi kemanusiaan telah 

menyebabkan kritik, terutama mengenai kemanjurannya dalam konteks konflik 

yang berkepanjangan. Kritikus berpendapat bahwa alih-alih hanya meringankan 

penderitaan manusia, lembaga tersebut telah menjadi bagian dari narasi geopolitik 

yang lebih luas, berkontribusi pada kerangka kemanusiaan yang tidak secara 

memadai mengatasi akar penyebab perpindahan Palestina  (Albhaisi 2022; Shetty 

2025).  

Dalam lingkup penelitian ini, IDF sengaja tidak dijadikan aktor utama untuk 

dibahas secara mendalam, meskipun peran mereka sangat signifikan dalam konflik 

Israel dan juga Palestina, hal ini karena IDF sebagai entitas militer, beroperasi 

dengan logika keamanan dan kepentingan pertahanan nasional, yang sering 
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berujung pada eskalasi kekerasan dan memperkuat siklus konflik (Moreno-

Mercado and Calatrava-García 2023). Sebagaimana ditegaskan dalam literatur, 

keterlibatan IDF lebih banyak berkontribusi terhadap intensifikasi ketegangan dan 

mempersempit ruang diplomasi serta negosiasi damai (Wang 2021). 

Pada dasarnya, tugas utama kepolisian Palestina adalah menjalankan 

kewajibannya untuk mengabdi kepada rakyat dengan menjamin perlindungan hak-

hak warga negara dan memelihara kerukunan dalam masyarakat. Studi 

menunjukkan bahwa kepolisian Palestina, terutama Polisi Sipil Palestina (PCP) 

berupaya mengharmoniskan kewajiban penegakan hukum dengan keperluan untuk 

menjaga hak asasi manusia yang menjadi elemen vital bagi kestabilan sosial.  

Di samping itu, sistem kepolisian telah mengalami pengaruh kuat dan 

faktor-faktor eksternal, khususnya melalui program reformasi sektor keamanan 

yang diinisiasi oleh pihak seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Koordinator 

keamanan Amerika Serikat untuk Israel dan Otoritas Palestina (USSC) telah 

menggarisbawahi konsep “supremasi kepolisian” yang dirancang untuk 

menciptakan struktur keamanan yang berkesinambungan dan dapat 

dipertanggungjawabkan dalam lingkup Otoritas Palestina (Lohse 2022). Arahan 

eksternal ini berusaha mengoptimalkan peran kepolisian Palestina, namun berbagai 

kritik menunjukkan masih berlangsungnya permasalahan seperti penangkapan 

tanpa dasar hukum yang jelas dan pelanggaran hak asasi manusia, yang mengikis 

kredibilitas institusi kepolisian (Ahmad and Barakat 2019; Al-Kiswani, Rabia, and 

Law 2020).  

Aspek kepolisian berbasis komunitas juga memiliki kontribusi signifikan 

dalam meningkatkan keamanan di wilayah seperti kawasan sekitar Yerusalem, di 
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mana partisipasi masyarakat membantu memperkuat keyakinan publik terhadap 

lembaga kepolisian (Cohen 2012)Partisipasi kepolisian komunitas tidak hanya 

berperan dalam kegiatan kepolisian sehari-hari, tetapi juga dalam mengukuhkan 

legitimasi dan wewenang kepolisian Palestina, sehingga menciptakan rasa aman di 

tengah masyarakat (Ina’am Eid Zaatreh, Iyad Abdullah Lafy 2021). Namun 

demikian, strategi kepolisian sering kali beroperasi dalam kerangka terpengaruh 

oleh latar belakang sejarah dan faktor geopolitik yang lebih luas, yang 

menimbulkan permasalahan terkait pandangan publik mengenai legitimasi dan 

fungsi polis dalam menjaga ketertiban (Tartir 2017).  

Walaupun menghadapi berbagai tantangan, upaya berkelanjutan menuju 

profesionalisasi kepolisian Palestina yang berorientasi pada akuntabilitas dan 

perbaikan perilaku aparat sangat penting untuk membangun kepercayaan publik 

dan memastikan penegakan hukum yang efektif (Lohse 2022b; Amro 2018). 

Pandangan terhadap polisi sebagai agen penting dalam pembentukan legitimasi 

negara sejalan dengan narasi yang lebih luas mengenai cita-cita untuk negara 

Palestina yang merdeka, di mana pasukan keamanan tidak hanya dipandang sebagai 

instrumen kekuasaan tetapi sebagai pendorong keamanan dan kemajuan dalam 

masyarakat Palestina (Cristiano 2019)  

Selain itu, inisiatif  European Union Police Mission for the Palestinian 

Territories (EUPOL COPPS) yang didukung oleh Uni Eropa bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan kepolisian Otoritas Palestina dan mempengaruhi 

aktivitas UNRWA dengan mendefinisikan bagaimana keamanan diatur dalam 

konteks populasi Palestina (Bouris and İşleyen 2020). Oleh karena itu, koordinasi 

UNRWA dengan otoritas lokal sering kali melibatkan navigasi ruang operasional 
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yang diterapkan oleh baik Otoritas Palestina maupun IDF. Operasi keamanan IDF, 

terutama di Area B dan C dapat memengaruhi kapasitas operasional UNRWA dan 

penyampaian layanan langsung di zona-zona tersebut (Leone et al. 2019).  

Di daerah padat penduduk seperti kamp pengungsi di Tepi Barat, koordinasi 

keamanan yang efektif sangat penting. UNRWA bekerja sama dengan Otoritas 

Palestina untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pengungsi, sambil juga  

berinteraksi dengan IDF terutama untuk mempertahankan lingkungan kerja yang 

sesuai untuk operasinya. Ketergantungan pada mekanisme koordinasi informal ini 

sangat penting karena kondisi keamanan yang fluktuatif dan kehadiran militer yang 

dominan di sekitar wilayah tersebut (Al Hout 1974).   

Sistem perlindungan bagi masyarakat Palestina di Tepi Barat mencakup 

berbagai mekanisme yang dirancang untuk menjamin keamanan mereka namun,  

sistem ini kerap mendapat kritik karena tidak memadainya. Pasca perjanjian Oslo, 

terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola dan kontrol teritorial yang 

membentuk karakter keamanan di wilayah tersebut (Tartir 2015).  

Pada tahun 1995, penandatanganan Kesepakatan Oslo II mengakibatkan 

terbaginya kawasan di Tepi Barat menjadi wilayah A, B, dan C. Perjanjian ini 

mengalihkan sebagian kewenangan kepada Otoritas Palestina sambil 

mempertahankan kontrol Israel yang signifikan atas wilayah C, pembagian ini 

berkontribusi pada fragmentasi sistem keamanan, yang membatasi efektivitas tata 

kelola lokal dan penegakan hukum (Spitka 2023).  

Meskipun perjanjian Oslo dimaksudkan untuk menciptakan kerangka kerja 

bagi perdamaian masa depan dan pemerintahan mandiri Palestina, implementasi 

aktualnya menghasilkan situasi di mana Otoritas Palestina harus bekerja sama 
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dengan pasukan keamanan Israel dari pada kebutuhan populasi Palestina (Tartir 

2015). Kerja sama ini sering menimbulkan persepsi bahwa Otoritas Palestina 

bertindak lebih sebagai penegak kebijakan Israel dari pada pelindung hak-hak 

Palestina, sehingga merusak kepercayaan terhadap aparatur keamanan (Spitka 

2023).  

Masalah struktural dalam pasukan keamanan Palestina, yang diperburuk 

oleh kondisi yang ditetapkan kerangka Oslo, telah mengakibatkan korupsi dan tidak 

efektifnya yang merusak keamanan bagi populasi Tepi Barat. Strategi keamanan 

internal Otoritas Palestina tidak secara memadai menangani ancaman yang 

dihadapi orang Palestina dari kekuatan eksternal, termasuk pemukim dan militer 

Israel yang semakin memperumit legitimasi sistem perlindungan (Spitka 2023).  

Selain itu, tekanan demografis dan sosio juga ekonomi di dalam Tepi Barat 

memperburuk tantangan dalam memastikan perlindungan yang efektif. Kepadatan 

penduduk berlebihan dan kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu mengintensifkan 

krisis kesehatan, yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan komunitas secara 

keseluruhan (Hamarsheh and Amro 2020; Marie, Hannigan, and Jones 2016). Tidak 

mampunya mengatasi masalah masalah mendasar ini sering menghasilkan situasi 

di mana perlindungan yang ditawarkan bersifat reaktif dari pada preventif, yang 

pada akhirnya gagal menciptakan lingkungan yang aman bagi populasi Palestina 

(Marie, Hannigan, and Jones 2016).  

Dalam model convensional hal ini dapat di kaitkan bahwasannya ruang 

kemanusiaan ini sangat bergantung pada pengaturan keamanan yang dikendalikan 

oleh otoritas negara. Dalam model ini UNRWA tidak mempunyai kendali atas 

keamanan tetapi bergantung sepenuhnya pada sistem keamanan yang ditetapkan 
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dan dijalankan oleh aktor negara. Situasi tercermin jelas dalam praktik UNRWA 

yang harus berkoordinasi dengan otoritas Palestina dan IDF untuk memastikan 

akses terhadap layanan kemanusiaan. Ketiadaan wewenang keamanan mandiri dan 

ketergantungan penuh terhadap sistem pengamanan eksternal mendajikan UNRWA 

sebagai aktor kemanusiaan yang beroperasi dalam batas-batas ruang yang dikontrol 

negara, sebagaimana digambarkan dalam model convensional. 

 

3.3 Authority (Otoritas)  

Aspek kondisi ketiga dalam teori ruang kemanusiaan Yamashita adalah 

otoritas, dimana dalam model convensional otoritas kemanusiaan bergantung pada 

persetujuan negara yang merujuk pada prinsip fundamental dalam hukum 

internasional dimana kedaulatan suatu negara memberikan kewenangan kepada 

negara tersebut untuk menentukan apakah akan mengizinkan atau menolak 

intervensi kemanusiaan di wilayahnya. Dalam konteks ruang kemanusiaan, 

persetujuan negara menjadi dasar legitimasi bagi organisasi kemanusiaan 

internasional dan aktor -aktor lainnya untuk beroperasi di dalam wilayah teritorial 

suatu negara (Yamashita 2004, 17-20).  

Konsep ini menekankan bahwa negara mempunyai otoritas penuh atas 

wilayah kedaulatannya, sehingga setiap aktivitas kemanusiaan yang akan dilakukan 

oleh pihak eksternal harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pemerintah 

negara yang bersangkutan. Prinsip ini mengakui bahwa kemanusiaan, hal tersebut 

tidak dapat diakukan tanpa menghormati kedaulatan negara dan memperoleh 

persetujuan resmi dari otoritas yang berwenang. Dalam model convensional ruang 

kemanusiaan, persetujuan ini menjadi prasyarat mutlak sebelum aktivitas 
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kemmanusiaan dapat dimulai, berbeda dengan model-model lain yang mngkin 

mempertimbangkan intervensi tanpa persetujuan negara dalam situasi tertentu 

(Yamashita 2004, 17-20).  

Dasar hukum dan kewenangan UNRWA dalam menjalankan operasi 

bantuan kemanusiaan bersumber dari hubungan yang rumit antara berbagai resolusi 

dan kesepakatan internasional, terutama yang tercermin dalam resolusi majelis 

umum atau United Nations General Assembly (UNGA) serta kesepakatan Oslo. 

Pembentukan UNRWA sendiri dibentuk melalui keputusan Majelis Umum PBB 

nomor 302 (IV) yang ditetapkan pada bulan Desember 1949. Resolusi ini 

memberikan landasan hukum bagi organisasi tersebut untuk menyediakan bantuan 

dan perlindungan kepada para pengungsi Palestina. Resolusi ini memiliki 

signifikansi tinggi karena menunjukkan pengakuan masyarakat internasional akan 

kebutuhan spesifik para pengungsi Palestina dan membangun struktur kerja untuk 

memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka. Aktivitas organisasi ini 

berlandaskan pada hukum internasional, khususnya mandat dari PBB yang 

menekankan prinsip netralitas, ke tidak berpihakan dan juga kemandirian dalam 

pelaksanaan aksi kemanusiaan (Lohne and Bergtora Sandvik 2017).  

Di samping resolusi fundamental dan Majelis Umum PBB, kesepakatan 

Oslo yang disepakati pada dekade 1990-an memiliki kontribusi signifikan dalam 

membentuk lingkungan operasional UNRWA. Kesepakatan ini mengatur sistem 

tata kelola untuk kawasan Palestina dan membantu menjelaskan kewajiban 

berbagai otoritas Palestina, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan operasi 

kemanusiaan. Kesepakatan ini memungkinkan kolaborasi antara UNRWA dan 

pemerintahan Palestina, yang menjadi kunci implementasi program-programnya. 
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Kesepakatan tersebut menyediakan struktur kerja yang memungkinkan aktivitas 

UNRWA dapat terlaksana, dengan menekankan pentingnya pendekatan kerja sama 

dalam bantuan kemanusiaan di tengah konteks politik yang rumit (Hilhorst and 

Jansen 2010b).  

Gabungan dari kedua kerangka hukum Majelis Umum PBB dan 

Kesepakatan Oslo ini menciptakan interaksi yang dinamis dalam membentuk 

otoritas UNRWA. Organisasi ini harus beroperasi dalam ruang kemanusiaan yang 

kompleks, sering kali terpolitisasi dan menjadi ajang pertentangan. Sebagaimana 

ditekankan para ahli, ruang kemanusiaan tidak hanya dipandang sebagai arena 

perundingan di mana berbagai pihak, baik negara maupun entitas non-negara, 

mempengaruhi kondisi operasional (Lohne and Bergtora Sandvik 2017; Hilhorst 

and Jansen 2010b). Otoritas UNRWA diperkuat oleh komitmen historisnya dalam 

melayani populasi yang mengalami pengungsian dalam jangka panjang, dengan 

menyelaraskan misinya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional yang 

telah ditetapkan.  

Lebih lanjut, keberhasilan operasi UNRWA tergantung pada 

kemampuannya dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari populasi yang 

dilayaninya maupun negara-negara anggota yang memberikan dukungan. Hal ini 

sangat krusial mengingat adanya kritik dan tantangan terkait politisasi bantuan 

kemanusiaan. UNRWA beroperasi dalam kerangka akuntabilitas ganda yang khas 

kepada para pengungsi Palestina yang mengandalkan layanannya dan kepada 

negara-negara anggota yang menyediakan pendanaan. Dengan demikian, 

otoritasnya tidak hanya bersumber dari hukum internasional tetapi juga terus 
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dinegosiasikan melalui interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam 

lingkungan politik yang sensitif.  

Pengaturan operasional UNRWA di Tepi Barat menunjukkan karakteristik 

yang rumit dan berlapis. Dinamika kekuasaan yang terjadi melibatkan beragam 

pihak yang berkepentingan, khususnya yang terjadi melibatkan beragam pihak 

berkepentingan, khususnya pemerintah Israel, Otoritas Palestina (PA) dan 

UNRWA itu sendiri, yang membentuk struktur kerja khusus terkait pembatasan 

operasional dan kewajiban institusional. Israel memberikan pengaruh substansial 

terhadap aktivitas UNRWA di Tepi Barat melalui sejumlah kebijakan dan 

keputusan yang mengatur kegiatan bantuan kemanusiaan di kawasan tersebut. 

Kontrol ini terutama tampak ketika kepentingan keamanan Israel bertemu dengan 

upaya pemberian bantuan kemanusiaan. Studi menunjukkan bahwa upaya 

pemindahan pemukiman pemukiman Israel menghadapi perlawanan keras dari 

kelompok pemukim ideologis yang menganggap langkah tersebut sebagai ancaman 

bagi identitas dan klaim wilayah mereka, yang menggambarkan kondisi politik 

yang memengaruhi operasi bantuan kemanusiaan (Hirsch-Hoefler et al., 2019). 

Penentangan ini mencerminkan situasi yang lebih luas di mana otoritas Israel 

memelihara kontrol ketat terhadap mobilitas dan kegiatan di Tepi Barat, yang 

berdampak langsung pada kapasitas UNRWA untuk menjalankan fungsinya secara 

optimal (Mansbach, 2009).  

Di sisi lain, koordinasi program kemanusiaan juga terpengaruh oleh peran 

Otoritas Palestina, yang ikut bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan dan 

sosial di Tepi Barat. Distribusi kewenangan layanan kesehatan di antara Otoritas 

Palestina, Israel dan UNRWA menambah kompleksitas dalam penyediaan layanan 
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kesehatan darurat dan dasar (Carol & Amro, 2023). Adanya wilayah kewenangan 

yang saling tumpang tindih kerap menciptakan kendala operasional bagi UNRWA, 

karena organisasi ini harus mengelola kerangka regulasi yang ditetapkan Israel 

sekaligus kerangka kebijakan dan logistik yang ditetapkan oleh Otoritas Palestina. 

Sistem pengawasan berlapis ini mempersulit upaya organisasi tersebut dalam 

memberikan bantuan secara efisien, terutama dengan mempertimbangkan 

ketegangan geopolitik yang mendominasi kawasan (Ballout et al., 2018).   

Lebih lanjut, kemandirian operasional dan efektivitas UNRWA sering kali 

terhambat oleh protokol keamanan yang diberlakukan Israel, termasuk restriksi 

pergerakan di titik-titik pemeriksaan dan rintangan fisik lainnya yang mengganggu 

distribusi layanan (Griffiths & Repo, 2021). Pos-pos pemeriksaan ini dikategorikan 

sebagai komponen dari strategi keamanan Israel, namun sering menjadi 

penghambat utama bagi akses kemanusiaan, menciptakan atmosfer pengawasan 

semi militer untuk operasi UNRWA (Rijke & Minca, 2019). Dinamika ini 

menggambarkan kerumitan regulasi yang dihadapi organisasi kemanusiaan di 

wilayah tersebut, di mana otoritas tidak semata-mata ditentukan oleh mekaniseme 

negara tradisional, melainkan merupakan proses yang diperdebatkan dan didorong 

oleh perundingan, yang dipengaruhi oleh berbagai aktor dengan kepentingan yang 

saling bertentangan (Braverman 2011).  

Dalam model convensional, otoritas UNRWA dalam menjalankan tugasnya 

di Tepi Barat menunjukkan UNRWA tidak mempunyai kewenangan yang 

independen, tetapi beroperasi melalui persetujuan dan juga koordinasi dengan 

pemerintah Israel serta otoritas Palestina. Struktur kekuasaan yang membentuk 
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ruang gerak UNRWA bersifat negosiatif dan hierarkis sesuai dengan prinsip state 

consent yang menjadi ciri utama dari model convensional.  

 

BAB 4 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian humanitarian space berdasarkan tiga aspek utama yang 

disebutkan oleh Hikaru Yamashita, yaitu compatibility with sovereign space, 

security arrangements, dan authority dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

pembahasan dan temuan-temuan empiris di atas, maka peran UNRWA dalam 

menjamin humanitarian space di Tepi Barat lebih dekat dengan model 

convensional. Adapun usaha yang dapat dilihat dalam mempertahankan 

humanitarian space di Tepi Barat dari tahun 2021-2023 yakni UNRWA terus 

melakukan koordinasi dengan Otoritas Palestina terkait penyelenggaraan layanan 

di kamp-kamp pengungsian, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. 

UNRWA juga menjalin koordinasi dengan Otoritas Israel khususnya terkait dengan 

akses logistik yang bekerja di Area C atau wilayah dengan di jaga ketat dalam 

pengawasan militer. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek humanitarian space, 

model yang mendekati karakteristik operasional UNRWA adalah sebagai berikut: 

1. Compatibility with Sovereign Space, UNRWA beroperasi dalam 

kerangka formal dan diakui secara resmi oleh Otoritas Palestina dan 

tetap berkoordinasi dengan pemerintah Israel untuk memastikan 

kelangsungan layanannya.  
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2. Security Arrangements, UNRWA bergantung pada pengaturan 

keamanan dan status legal sebagai lembaga PBB agar dapat menjaga 

netralitas dan melindungi fasilitasnya dari intervensi politik maupun 

militer.  

3. Authority, UNRWA memiliki otoritas berbasis mandat PBB dan 

menjunjung prinsip imparsialitas untuk memastikan bahwasannya 

penerimaan semua pihak serta meminimalisir hambatan dalam 

operasional kemanusiaannya.  

 

4.2 Rekomendasi 

Setelah melakukan analisis humanitarian space pada peran UNRWA dalam 

menjamin humanitarian space di Tepi Barat pada tahun 2021-2013, maka penulis 

merekomendasikan aspek-aspek yang dapat digunakan untuk keperluan di 

penelitian selanjutnya, yakni :  

1. Penelitian selanjutnya dapat membedah lebih mendalam terkait ruang 

kemanusiaan lain dari tempat UNRWA bertugas contohnya seperti 

Lebanon, atau Yordania dalam model shelter atau authority.  

2. Penelitian humanitarian space selanjutnya dapat dikembangkan dalam 

aspek security arrangements terutama pada peran aktor keamanan lokal 

atau internasional. 

3. Penelitian selanjutnya dapat mengelaborasi seperti dari organisasi non 

pemerintah dalam berperan untuk ruang kemanusiaan dengan 

menggunakan model Yamashita 
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